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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah diuraikan pada 

bab IV, mengenai implementasi pasal 4 ayat 2 peraturan daerah No. 10 tahun 

2003 mengenai larangan pemilik hotel, penginapan dan rumah kost menerima 

penyewa yang berlainan jenis kelamin dalam satu kamar kecuali keduanya adalah 

suami istri yang sah di Kota Gorontalo,  maka peneliti dapat menarik kesimpulan, 

yakni sebagai berikut: 

1. Pasal 4 ayat 2 Peraturan daerah No. 10 tahun 2003 tentang pencegahan 

maksiat terhadap penyewa hotel, penginapan dan rumah kost ini belum 

terimplementasi dengan baik di masyarakat Kota Gorontalo, hal ini di 

karenakan masih banyaknya maksiat yang terjadi di berbagai hotel, 

penginapan dan rumah kost yang sering kali menjadikan tempat 

tersebut sebagai tempat yang paling aman untuk melakukan perbuatan 

maksiat. 

2. Kendala yang di hadapi pemerintah Kota Gorontalo dalam 

melaksanakan pencegahan maksiat terhadap larangan pemilik hotel, 

penginapan dan rumah kost menerima penyewa yang berlainan jenis 

kelamin, yakni: lokasi yang dirazia sudah punya mata-mata, 

keterlambatan petugas menuju lokasi, tidak berimbang personil Satpol 

PP dengan jumlah hotel, penginapan dan kos-kosan, operasi razia 
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dilakukan hanya dengan menunggu laporan masyarakat, kurangnya 

kesadaran masyarakat yakni pelaku dan kurangnya ketegasan sanksi 

terhadap pelaku maupun pemilik hotel, penginapan dan kos-kosan yang 

melanggar. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas dan berdasarkan hasil penelitian 

mengenai implementasi pasal 4 ayat 2 peraturan daerah No. 10 tahun 2003 tentang 

pencegahan maksiat di Kota Gorontalo, maka peneliti mencoba memberikan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Melihat kenyataan yang ada dilapangan dimana masih adanya maksiat 

di Kota Gorontalo harusnya ada peringatan keras dan sanksi social 

yang akan memberikan efek jera kepada masyarakat yakni pelaku yang 

terjaring dalam razia, seperti menerapkan wajib lapor bagi masyarakat 

yang terkena razia dan seharusnya pula sanksi yang di berikan 

terhadap pemilik hotel, penginapan dan kos-kosan yang melanggar 

yakni berupa sanksi administrasi maupun sanksi denda. 

2. Pemerintah khususnya pemerintah daerah juga harus turun tangan 

dalam pengawasan – pengawasan dilapangan dan menindak tegas 

terhadap masyarakat yang melanggar perda agar dapat memberikan 

efek jera terhadap pelanggar dan kemudian masyarakat juga harus 

berperan aktif dalam melihat situasi di lingkungan sekitarnya jika ada 

hal-hal yang kurang, agar peraturan daerah pencegahan maksiat ini 

bisa terimplementasi dengan baik di lingkungan masyarakat Kota 
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Gorontalo sehingga masyarakat Kota Gorontalo yang di kenal dengan 

semboyan adat bersendikan syara, syara bersendikan kitabullah ini bisa 

terbebas dari perbuatan maksiat. 
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